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NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR :629/3/Bapp/V11/2019
dan
NOMOR : 8/BA/DPRD-PR/VII/2019

TANGGAL 25 JULI 2019
TENTANG

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : FAIRID NAPARIN
Jjabatan : Walikota Palangka Raya
Alamat Kantor : JL. Tjilik Riwut Km. 5,5 No. 98 Palangka Raya

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Palangka Raya.

2. a. Nama : SIGIT K. YUNIANTO, S.H., M.AP
Jabatan : Ketua DPRD Kota Palangka Raya
Alamat Kantor : JI. Tjilik Riwut Km. 5,5 No. 98 Palangka Raya
b. Nama : IDA AYU NIA ANGGRAINI, S.Psi., M.AP
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Palangka Raya
Alamat Kantor : JI. Tjilik Riwut Km. 5,5 No. 98 Palangka Raya
c. Nama : CHRISMES G DJAGA, S.H.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Palangka Raya
Alamat Kantor : J1. Tjilik Riwut Km. 5,5 No. 98 Palangka Raya

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya.



Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, diperlukan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA)
Perubahan APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah
untuk selanjutiiya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019,

Berdasarkan hal tersebut di atas dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD
Kota Palangka Raya dan Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya tentang Kebijakan
Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, para pihak sepakat terhadap Prioritas
dan Plafon Anggaran (PPA) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 yang meliputi
rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah, Plafon Anggaran per urusan
dan SOPD, program dan kegiatan, dan Belanja Tidak Langsung serta rencana
pengeluaran Tahun Anggaran 2019. Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran
(PPA) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 disusun dalam lampirdn yang menjadi
satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam
penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2019. :

Palangka Raya, 25 Juli 2019

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
WALIKOTA PALANGKA RAYA
Selaku

PIHA
=
FAIRID NAPARIN

IDA AYU NIA ANGGRAINI, S.Psi., MAAP
WAKIL KETUA

CHRISMES G. DJAGA, S.H.
WAKIL KETUA
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PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah yang pelaksanaanya berpedoman kepada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan
kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) harus didahului dengan penyusunan
Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara Perubahan (PPAS Perubahan). Penyusunan PPAS Perubahan APBD
berpedoman pada Perubahan RKPD dan disusun seiring dengan Penyusunan
KUPA untuk selanjutnya dibahas bersama antara Tim Anggaran Pemerintah
Daerah (TAPD) dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Palangka Raya.

Sejalan dengan dinamika perkembangan kota, memungkinkan
terjadinya perubahan rencana kerja pemerintah daerah yang harus dituangkan
lebih lanjut dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD sebelum masuk dalam
Perubahan APBD. Prasyarat dimungkinkannya dilakukan perubahan APBD
sebagaimana tercantum dalam pasal 154. ayat (1) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang isinya perubahan APBD dapat dilakukan
apabila terjadi:

siH !, E Priortas dan Plafon Anggaran (PPA) Perubahan APB
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1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;

2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar
unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;

3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus
digunakan dalam tahun berjalan;

4. Keadaan daruratdan keadaan luar biasa.

Pasal 155 ayat 2 dalam Bab VIII menyebutkan bahwa kepala Daerah
memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD
sebagaimana dimaksud pada pasal 154 kedalam rancangan Kebijakan Umum
Perubahan APBD serta PPAS Perubahan APBD. Penyusunan Kebijakan Umum
Perubahan APBD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2019 perlu dilakukan
mengingat adanya perubahan dalam asumsi - asumsi yang mendasar sebagai
berikut:

1. Adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA yaitu
terjadinya pelampauan proyeksi pendapatan daerah, adanya perubahan
pada belanja daerah, pembiayaan daerah dari yang ditetapkan semula.

2. Adanya pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis
belanja pada beberapa SOPD.

3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus

digunakan dalam tahun berjalan.

Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun Anggaran
2019 dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2019 dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah
bersama dengan Badan Anggaran DPRD dalam pembicaraan pendahuluan
Pembahasan RAPBD, selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum
Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan Tahun
Anggaran 2019.

Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran
Perubahan APBD yang telah disepakati, masing - masing dituangkan ke dalam
Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan

Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) Perubakan APBD

1a i i E Tahun Anggaran 2019
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Pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan. Berdasarkan Nota Kesepakatan
tersebut, Kepala Daerah menerbitkan pedoman penyusunan Rencana Kerja
Perubahan Anggaran sebagai pedoman bagi SOPD dan menyusun RKPA - SOPD,
selanjutnya akan menjadi bahan untuk penyusunan Rancangan Perubahan
APBD Tahun 2019.

1.2. Tujuan

Penyusunan dokumen PPAS Perubahan Kota Palangka Raya Tahun
Anggaran 2019 bertujuan untuk memberikan gambaran kebijakan secara
umum tentang pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah sesuai
dengan prediksi perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang
selanjutnya akan menjadiacuan bagi penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara Perubahan Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2019 serta menjadi
dasar perubahan APBD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2019.

1.3. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan PPAS Perubahan Kota Palangka Raya Tahun
Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

E. Undang - Undang Nomor 5 tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja
Palangka Raya.

= Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara.

4, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah.

Prionitas dan Plafon Anggaran (PPA) Perubalon APBD
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10.

11.

12.

13.

14.

1.5.

16.

L7,

18.

ﬁ

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Kota Palangka Raya periode 2008 - 2028.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018 - 2023.
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 58 Tahun 2012 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Palangka Raya Tahun
20109.

Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20109.

Priorias dan Plafon Angearan (PPA) Perubahan APBD
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RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

Berdasarkan Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah yang tertuang
dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 yang telah
disepakati antara Pemerintah Kota Palangka Raya dengan Pimpinan DPRD Kota
Palangka Raya, maka disusunlah target pendapatan daerah yang meliputi
Pendapatan Asli Daerah (PAD), penerimaan dana perimbangan dan lain-lain
pendapatan yang sah.

Pendapatan Asli Daerah mengalami perubahan, yang sebelumnya
sebesar Rp.161.666.745.620,67 dan  setelah  perubahan  sebesar
Rp.166.025.325.132,67.

Dana Perimbangan mengalami perubahan yang sebelumnya sebesar
Rp.879.346.408.000,00 setelah perubahan menjadi sebesar
Rp.880.870.627.834,00.

Dana Lain-Lain Pendapatan yang Sah mengalami perubahan yang
sebelumnya sebesar Rp.109.475.978.779,91 dan setelah perubahan sebesar
Rp.108.975.978.779,91.

Rencana perubahan target pendapatan daerah Tahun Anggaran 2019,

sebagaimana Tabel I1.1 berikut ini:

Tabun Anggaran 2019

" ! Priorites dan Piafon Anggaran (PPA) Perubahan APBD
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Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019

Tabel 111

Sebelum Setelah
Kode Uralan e o BertambahBerkurang
1 2 3 4 §
1 |PENDAPATAN DAERAH
1 |Pendapatan AsiDaerah LTSRS IKOSIBINGT| 43RS 270%
111 [Pendaptn Pa D o400 10004000 SMTU00n00 609%
112 [Reribus Deeeh 156000909 1SHSTINOY IMaMIIM 1764
jp [lalPeuglan felyanayalg | oo g 00 000%
dipisalikan
114 [aivlanPendapat Al Derhymgsah | 47eoonemes| 4smasessdss] (16 35%
12 |Dana Perimbangan ORI  BOSORIBN| LA2OBAN 01T
121 {DanaTransfer Umum 724.114.146.000,00 7256383658340 152421963400 0.21%
Dana Alokesi Umum ERRGR000  6B2BER0N0 000 000%
Datz B Has OSSR SN LSM208MN 300%
122 DanaTranserKhusis 1552202000000 1552322620000 0 000%
DAK Fisk L0000 6142406300000 00 000%
DAK NonFisik PRG0N0 S3EBI0000 000 000%
Daalnsenf Daeah 00 000 000 000%
13 [Lain-lain Pendapatan Daerah yangsah |  109473.978779,91 108.975.978.779,91 {500.000.600,00) D 46%
131 [Pendapem i 20000000000 LS0000000GN0] (S0000000000) 2500%
(33 Bl Pkt Povisidn | g0 o0l oo mor 000 000%
Pemerintzh Daerah Laimnya
Bantuan Keuangan dari Provinsi afan
£ . S 0 00 o 000
Dt st D BN 1340000 o 000%
Jumiah Pendapatan LSBT LISOTLBITESS| ST 047%

Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) Perubahan APBD
Tabun Anggaran 2019
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PIORITAS & PLIAFON ANGGARAN PERUBAHAN APBD (PPA-
PERUBAHAN APBD) MASING-MASING URUSAN, SOPD,
PROGRAM/KEGIATAN & BELANJA TIDAK IANGSUNG TAHUN
ANGGARAN 2019

3.1. Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD Per SOPD

Berdasarkan Kebijakan Umum Perubahan APBD 2019 yang telah
disepakati antara Pemerintah Kota Palangka Raya dengan Pihak DPRD Kota
Palangka Raya, maka disusunlah Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan
APBD (PPA-Perubahan APBD) masing-masing urusan per SOPD,
Program/Kkegiatan, dan Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2019.

Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan
pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Palangka Raya yang
meliputi urusan wajib dan pilihan, belanja daerah didasarkan pada prioritas
pembangunan daerah. Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD per
SOPD secara rinci pada Tabel I11.1

- Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) Perubahan APBD
- i__T.E Tahun Anggaran 2019
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3.2. Rincian Plafon Anggaran Perubahan SOPD per Program dan Kegiatan

Rincian Plafon Anggaran SOPD per program dan kegiatan yang mengalami
perubahan, baik akibat pergeseran anggaran, penambahan anggaran dan
pengurangan anggaran. Penentuan plafon anggaran perubahan dilakukan

berdasarkan skala prioritas dan perubahan kemampuan fiskal daerah.

Rincian plafon anggaran perubahan SOPD per program dan kegiatan secara
rinci dapat dilihat pada Tabel 111.2

Tahun Anggaran 2019

Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) Perubahan APRD
g 1I-3
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Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2019 didasarkan pada Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (P-RKPD) Kota Palangka Raya Tahun 2019, KUA 2019, PPA 2019, APBD
2019, serta KUPA 2019. Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2019 berisikan program prioritas per-SOPD yang mengalami
perubahan baik akibat oleh pergeseran anggaran, penambahan anggaran dan
pengurangan anggaran.

Penentuan plafon anggaran perubahan dilakukan berdasarkan skala
prioritas dan perubahan kemampuan keuangan daerah (kapasitas fiskal daerah).

Demikianlah Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2019 dibuat untuk menjadi Pedoman bagi Pemerintah
Daerah dalam menyusun Rancangan P-APBD Tahun Anggaran 2019,

Palangka Raya, 25 Juli 2019

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
WALIKOTA PALANGKA RAYA KOTA PALANGKA RAYA
Selaku
PIHAK PERTAMA
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WAKIL KETUA

CHRISMES G. DJAGA, S.H.
WAKIL KETUA

Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran (PP4) Rervhabas
APBD Tabun &nggaran 2019
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